
 

 

 
BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 102 TAHUN 2019   

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN ANALISA STANDAR BELANJA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang  : a. bahwa guna mendukung program kerja Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka monitoring 
dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan 
korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah, maka perlu memasukan adanya menu Analisa 
Standar Belanja (ASB) dalam aplikasi perencanaan dan 
pada tahap perencanaaan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 85 Tahun 2019 
tentang Pedoman Analisa Standar Belanja di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan 
Peraturan Bupati;  

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 86); 
 



  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengadaan Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
 



  14. 
 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

  18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

  23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 85 Tahun 2019 
tentang Pedoman Analisa Standar Belanja di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 85 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN ANALISA STANDAR BELANJA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 



Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 85 Tahun 2019 
tentang Pedoman Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan diubah dengan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (5) 
yaitu ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan belanja langsung maupun tidak langsung 
yang dibiayai dari APBD untuk beberapa kegiatan ditetapkan dalam 
Pedoman ASB. 

(2)  Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan 
atau disertakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai 
dengan nomenklatur ASB kegiatan. 

(3) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat 
dilakukan penyesuaian ASB. 

(4) Pengendalian terhadap penerapan Analisa Standar Belanja dalam rangka 
penyusunan RKA-PD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

(5)  Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisa Standar Belanja dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Pasuruan. 

(6) Terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memasukan adanya 
menu Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam 
aplikasi perencanaan dan pada tahap perencanaaan akan dilaksanakan 
secara bertahap dan pada tahap awal memasukan pekerjaan paving natural 
K300 6 (enam) cm. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 30 Agustus 2019 
BUPATI PASURUAN, 
 
         Ttd. 

 
M. IRSYAD YUSUF 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 30 Agustus 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN, 
 
       Ttd. 
 
AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 102 


